BUPATI KAYONG UTARA
PROVINS] KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa schubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019, keadaan yang
menyebabkan pergeseran aniar unit organisasi, antara kegialan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus dipergunakan untuk pembiayaan dalam tahun

anggaran 2019, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negen

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah menjadi Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupat: Kayong Utara Nomor 59 Tahun 2018

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia

Tahun 2003 Nemor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 temtang Perbendaharpan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan kobupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Notmor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4682);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerzh
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor
21 Tahun 201! tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah {(Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERURBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 59

TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Menetapkan

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Dacrah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 62) schbagamana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupat Kayong Utara Nomor 59

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kayong
Utara Tahun 2019 Nomor 16) tentang Perubahan atas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:
I. Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 28.771.448.531,00
Dana Perimbangan Rp. 664.058.901.000,00
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 110.091.350.520,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp802.921.700.051,00
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2. Belanja Daerah terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1)
2
3
4
9}
6)
7)
8

Belanja Pegawai

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes
Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

n
2
3

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung
Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan sejumlah

b. Pengeluran sejumlah

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 231.037.578.424,84
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp  5.914.500.000,00
Rp  4.905.672.660,00
Rp  1.277.957.447,00
Rp  99.355.203.400,00
__ 1.559.415.199,00
Rp344.050.327.130,84
Rp  54.232.314.805,00
Rp 242.932.053.862,00
Rp_ 196.730.319.42500

g &

Rp'493.894.688.092,00
Rp837.945.015.222,84
{Rp 35.023.315.171,84)

35.023.315.171,84
0,00

Bp_35.023.315.171, 84
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Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0.00

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

P
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, diri?li?]ibih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
Ketentuan Pasal 4 dihapus
Ketentuan Pasal 5 diubah, schingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI KAYONG UTARA, &

EX
i CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 21 Oktober 2019

p/SEKRETARIS DAERAH,

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 NOMOR .....
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